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RINGKASAN

Luckman Arief Hidayatullah, Hukum Internasional, Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya, 2017, Tanggung jawab Indonesia setelah meratifikasi
ASEAN Multilateral Agreement on Air Service (ASEAN Open Sky
Agreement), Nurdin, SH., M.Hum, Dony Aditya Prasetyo, SH., MH.

Pada Tulisan ini (Skripsi) penulis mengangkat Tanggung jawab Indonesia
setelah meratifikasi ASEAN Multilateral Agreement on Air Service (ASEAN
Open Sky Agreement). Penelitian ini di latarbelakangi oleh permasalahan-
permaslahan yang masih terjadi di dalam industri penerbangan domestik tentu
akan menjadi penghambat saat Open Sky ini benar-benar diterapkan. Masalah
kepemilikan asing di tubuh maskapai masih menjadi pekerjaan rumah bagi
pemerintah. Masalah ketesediaan pilot yang memiliki kualifikasisesuai standart
pun belum terselesaikan, sehingga dalam SDM kita masih menjadi kendala.
Regulasi yang sangat dirasa kurang memihak pada kebutuhan dan kondisi
dunia penerbangan domestik saat ini serta ancaman kedaulatan suatu negara
sehingga perlu adanya revitalisasi peraturan yang ada mendasarkan pada
aturan-aturan yang bersumber pada hukum nasional dan sumber hukum
internasional, sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memenuhi fungsinya.
Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis
normatif dengan metode pendekatan peraturan tertulis dan pendekatan historis.
Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas
permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, tanggung jawab Indonesia ialah
dengan mematuhi dan melaksanakan peraturan bersama yang telah disepakati
pada dunia penerbangan internasional dengan mengimplementasikannya
kedalam peraturan tertulisnya untuk kegiatan penerbangan dibawah
yuridiksinya. Kedua, upaya yang dilakukan Indonesia dalam melaksanakan
ASEAN Multilateral Agreement on Air Service ialah dengan memformulasikan
regulasi yang ada sesuai dengan kondisi dan keadaan negara saat ini,
menyediakan pelaksaan dalam pemenuhan standarisasi ASEAN Open Sky,
serta melindungi kepentingan internasional dan kepentingan nasional.

Kata kunci : Tanggung Jawab negara, Ratifikasi MAAS, dan Open Sky

Agreement
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SUMMARY

Luckman Arief Hidayatullah, International Law, Faculty of Law, Brawijaya
University, 2017, Indonesia’s Responsibility after ratifying ASEAN
Multilateral Agreement on Air Service (ASEAN Open Sky Agreement),
Nurdin, SH., M.Hum, Dony Aditya Prasetyo, SH., MH.

This study presents a discussion on the responsibility carried by Indonesia
following the ratification of ASEAN Multilateral Agreement on Air Service
(ASEAN Open Sky Agreement). The background of this study is the unsolved
problems faced by Indonesian aviation industry which certainly will become an
obstacle when Open Sky policy is finally applied in Indonesia. The government
has not successfully solved the problem of the foreign ownership in Indonesian
airlines and its human resources due to the shortage of qualified pilots.
Moreover, the regulation in this country considerably less concerns on the
domestic flights” needs and the possible threats of sovereignty. Thus, a
revitalisation of the current regulation which is based on the national and
international laws is essential as a form of government’s efforts in carrying out
its function. This research is classified as juridical-normative research which
applies an approach to the written regulation and historical approach. The
result of this research includes the answer to the formulated problems in the
study. First, Indonesia carries a responsibility to obey and actualize the
multilateral policy which concerns on the international flights by implementing
the policy in the aviation law under its juridic. Second, Indonesia’s efforts in
actualizing ASEAN Multilateral Agreement on Air Service is done by adapting
the policy to the current issues faced by Indonesia, supporting the
implementation to meet the standard of ASEAN Open Sky and protecting both

international and national concerns.

Keywords:  Nation responsibilities, MAAS Ratification, and Open Sky

Agreement
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